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Abstract: The protection of heirs' rights to digital assets in Indonesia is becoming increasingly important as 

digital technology usage grows. Digital assets, including social media accounts, emails, digital files, and 

cryptocurrencies, present new challenges in inheritance law due to their unique nature. This article discusses how 

heirs' rights to digital assets can be effectively regulated within the existing legal framework. The main challenges 

include access and control issues, an incomplete legal framework, and rapid technological advancements. 

Proposed solutions include updating legal regulations, collaborating with digital service providers, enhancing 

digital literacy, and developing supportive systems and services. With these measures, it is hoped that heirs' rights 

to digital assets can be well-protected, providing legal certainty and ensuring that digital assets are not lost or 

misused. 
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Abstrak: Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan 

meningkatnya penggunaan teknologi digital. Aset digital, termasuk akun media sosial, email, file digital, dan mata 

uang kripto, menghadirkan tantangan baru dalam hukum waris karena sifat uniknya. Artikel ini membahas 

bagaimana hak ahli waris terhadap aset digital dapat diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. 

Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah akses dan kendali, kerangka hukum yang belum komprehensif, 

dan perkembangan teknologi yang cepat. Solusi yang diusulkan meliputi pembaruan regulasi hukum, kolaborasi 

dengan penyedia layanan digital, peningkatan literasi digital, dan pengembangan sistem serta layanan pendukung. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, 

memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan. 

 

Kata Kunci : Aset Digital, Warisan Digital, Hukum Waris dan Perlindungan Ahli Waris 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengantar 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, aset digital kini menjadi 

bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Aset digital meliputi berbagai bentuk seperti 

akun media sosial, email, file digital, mata uang kripto, dan lainnya. Keberadaan aset digital 

ini menghadirkan tantangan baru dalam hukum waris, terutama dalam hal bagaimana aset 

ini dapat diakses dan dikelola oleh ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. 

Keberadaan regulasi yang mengatur warisan aset digital sangat penting untuk memastikan 

bahwa hak ahli waris terlindungi dengan baik dan aset tersebut tidak hilang atau 

disalahgunakan. 

Digital inheritance atau warisan digital adalah distribusi aset digital kepada penerima 

yang ditunjuk atau tidak ditunjuk dari harta seseorang yang telah meninggal. Proses ini 

melibatkan penemuan aset digital dan menentukan hak ahli waris untuk mengakses dan 
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menggunakannya setelah kematian pemilik. Namun, regulasi yang ada sering kali tidak 

memadai untuk menghadapi kompleksitas dan sifat unik dari aset digital. Oleh karena itu, 

diperlukan pengembangan teori hukum warisan digital yang komprehensif sebelum 

diberlakukannya regulasi yang efektif. 

Di berbagai negara, beberapa undang-undang telah diadopsi untuk memberikan akses 

kepada fiduciaries terhadap aset digital almarhum. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, 

Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) telah diadopsi di 

berbagai negara bagian. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan 

pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik 

orang yang telah meninggal. Namun, di Indonesia, regulasi yang mengatur aset digital masih 

terbatas dan sering kali hanya mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan siber. 

Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur warisan aset digital secara 

komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan ahli waris 

dalam mengakses dan mengelola aset digital almarhum. Meskipun demikian, beberapa 

ketentuan dalam hukum perdata dan peraturan terkait perlindungan data pribadi dapat 

digunakan sebagai dasar hukum dalam mengelola warisan aset digital. 

Perlunya regulasi yang mengatur aset digital semakin mendesak mengingat jumlah 

pengguna internet dan teknologi digital yang terus meningkat di Indonesia. Menurut data 

dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2020, jumlah 

pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta orang, yang mencakup sekitar 73,7% 

dari total populasi. Dengan jumlah pengguna yang besar ini, diperkirakan juga terdapat 

peningkatan jumlah aset digital yang dimiliki oleh individu, yang pada akhirnya akan 

menjadi bagian dari harta warisan.  

Selain itu, literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah juga menjadi 

tantangan tersendiri dalam pewarisan aset digital. Banyak individu yang belum menyadari 

pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian dari perencanaan warisan. Padahal, 

tanpa adanya perencanaan yang baik, aset digital tersebut bisa saja tidak dapat diakses oleh 

ahli waris atau bahkan hilang begitu saja. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat 

diimplementasikan. Pertama, diperlukan pembaruan regulasi hukum yang secara spesifik 

mengatur warisan aset digital. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai 

akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris, serta mekanisme untuk menyelesaikan 

sengketa yang mungkin timbul. Kedua, peningkatan literasi digital dan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital juga sangat penting. Hal ini 
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dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan 

digital dan penggunaan layanan perencanaan warisan. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, 

lembaga hukum, dan penyedia layanan digital perlu ditingkatkan untuk menciptakan 

kebijakan yang memudahkan akses ahli waris terhadap aset digital tanpa mengabaikan 

perlindungan privasi. 

Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, serta peningkatan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital, diharapkan hak ahli waris 

terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik. Hal ini tidak hanya akan memastikan 

bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan, tetapi juga akan memberikan kepastian 

hukum bagi ahli waris dalam mengelola aset digital tersebut. Sebagai langkah awal, 

Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah lebih dulu mengadopsi regulasi 

mengenai warisan aset digital, seperti Amerika Serikat dengan RUFADAA-nya, dan Uni 

Eropa yang sedang merumuskan regulasi terpadu di tingkat regional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hak ahli waris 

terhadap aset digital dapat diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian 

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundang, 

perbandingan dan dengan model deskriptif-analitis. Data yang digunakan berasal dari 

sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan 

pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum 

terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi regulasi yang ada serta 

untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Waris di Indonesia 

Pengaturan hak waris di Indonesia diatur oleh berbagai sistem hukum yang 

mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat di negara ini. Sistem hukum 

waris utama di Indonesia adalah Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata (BW), dan 

Hukum Waris Adat. Setiap sistem memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda, sesuai 

dengan kelompok masyarakat yang mengikutinya. 

Hukum Waris Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan diatur berdasarkan 

ketentuan agama Islam. Aturan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut KHI, ahli waris yang 

berhak menerima harta warisan terdiri dari anak-anak, istri atau suami, orang tua, dan 

saudara kandung. Pembagian warisan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran 
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dan Hadis. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan anak perempuan 

mendapatkan satu bagian. Proses pembagian harta warisan dilakukan setelah penyelesaian 

kewajiban-kewajiban almarhum seperti hutang, biaya pemakaman, dan wasiat jika ada 

(maksimal sepertiga dari harta). Hukum Waris Islam sangat detail dalam mengatur 

pembagian ini, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang adil dan sesuai 

dengan ajaran agama. 

Hukum Waris Perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Ahli waris dalam hukum perdata 

terdiri dari keluarga sedarah (keturunan, saudara kandung, dan orang tua) dan keluarga 

semenda (suami atau istri). Ahli waris digolongkan berdasarkan urutan prioritas, yaitu garis 

lurus ke bawah (anak dan keturunannya), garis lurus ke atas (orang tua), dan garis 

menyamping (saudara kandung dan keturunannya). Bagian warisan dibagi berdasarkan 

golongan ahli waris yang berhak menerima. Jika ada ahli waris dari garis lurus ke bawah, 

mereka akan mendapatkan seluruh harta warisan. Jika tidak ada, maka harta diwariskan 

kepada ahli waris dari garis lurus ke atas, dan seterusnya. KUHPerdata juga mengatur 

tentang wasiat, di mana pewaris dapat membuat wasiat yang menentukan pembagian harta 

warisannya, namun dengan batasan bahwa bagian yang ditentukan dalam wasiat tidak boleh 

melanggar hak mutlak (legitime portie) ahli waris yang sah. 

Hukum Waris Adat berlaku bagi masyarakat yang masih menjalankan adat istiadat 

dalam pembagian warisan. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda, 

yang mengatur cara pembagian harta warisan berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat. 

Hukum waris adat biasanya didasarkan pada sistem kekerabatan yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut, seperti sistem patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis 

keturunan ibu), atau bilateral (garis keturunan ayah dan ibu). Ahli waris dalam hukum adat 

ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan peran dalam keluarga. Misalnya, dalam 

sistem patrilineal, anak laki-laki biasanya menjadi ahli waris utama, sedangkan dalam 

sistem matrilineal, anak perempuan yang memegang peran penting. Pembagian harta 

warisan dalam hukum adat tidak selalu mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam 

hukum Islam atau perdata dan dapat berbeda-beda tergantung pada aturan adat yang berlaku 

di daerah tersebut. 

Selain ketiga sistem utama tersebut, pengaturan waris di Indonesia juga dipengaruhi 

oleh beberapa undang-undang dan peraturan lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai aspek 
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penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data 

pribadi. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media 

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang 

yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun 

UU ITE tidak secara khusus mengatur tentang warisan aset digital, pasal ini dapat digunakan 

sebagai dasar hukum untuk melindungi data pribadi almarhum dalam konteks warisan 

digital. 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga menetapkan kewajiban bagi 

penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna. Pasal 3 peraturan 

ini menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data 

pribadi pengguna dari penyalahgunaan informasi atau pelanggaran privasi. Hal ini relevan 

dalam konteks warisan digital, di mana ahli waris mungkin memerlukan akses ke data 

pribadi almarhum untuk menyelesaikan urusan warisan. 

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan memiliki peran penting dalam 

penyelesaian sengketa warisan. Misalnya, dalam kasus sengketa warisan, ahli waris dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (untuk umat Islam) atau Pengadilan Negeri 

(untuk non-Muslim) untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat. Pengadilan akan 

mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti yang diajukan, ketentuan hukum 

yang berlaku, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 

Praktik-praktik waris di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

dan digitalisasi. Dalam konteks aset digital, misalnya, masalah akses dan kendali atas akun 

media sosial, email, dan aset digital lainnya menjadi semakin relevan. Banyak penyedia 

layanan digital memiliki kebijakan privasi yang ketat, yang sering kali menghambat ahli 

waris untuk mengakses aset digital tanpa izin eksplisit dari pemilik akun. Misalnya, 

Facebook dan Google memiliki kebijakan khusus mengenai akun pengguna yang 

meninggal, tetapi prosedur untuk mengakses atau mengelola akun tersebut bisa sangat 

kompleks dan memerlukan dokumentasi yang lengkap, termasuk surat kematian dan bukti 

hubungan ahli waris dengan pemilik akun 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pembaruan regulasi hukum 

yang secara spesifik mengatur warisan aset digital. Di Indonesia, pemerintah perlu 

mengadopsi undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang ada untuk mencakup 

aspek-aspek warisan aset digital. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai 

akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris, serta mekanisme untuk menyelesaikan 
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sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital juga sangat penting. Banyak 

individu yang belum menyadari pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian 

dari perencanaan warisan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan 

penyuluhan mengenai perencanaan warisan digital dan penggunaan layanan perencanaan 

warisan. 

Pengaturan waris di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan adat 

istiadat yang ada di negara ini. Setiap sistem hukum waris memiliki kelebihan dan tantangan 

tersendiri dalam mengatur pembagian harta warisan. Selain itu, perkembangan teknologi 

dan digitalisasi menambah kompleksitas dalam hukum waris, yang memerlukan regulasi 

khusus untuk memastikan hak ahli waris terlindungi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan 

komprehensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan 

warisan digital, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan 

baik, memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam mengelola aset digital tersebut. 

 

Perbandingan Pengaturan Hak Waris dengan Negara Lain 

Perbandingan pengaturan hak waris di Indonesia dengan negara lain menunjukkan 

variasi yang signifikan dalam pendekatan hukum terhadap warisan, terutama dalam konteks 

aset digital. Setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang berbeda, yang 

dipengaruhi oleh budaya, agama, dan kebiasaan lokal. 

Di Amerika Serikat, hukum waris diatur oleh masing-masing negara bagian dengan 

panduan umum dari hukum federal. Salah satu undang-undang penting yang mengatur 

warisan aset digital adalah Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act 

(RUFADAA). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau 

trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang 

telah meninggal. Kasus pengadilan seperti Ajemian v. Yahoo! Inc. menunjukkan bagaimana 

hukum diterapkan untuk memberikan hak akses kepada ahli waris terhadap akun email 

almarhum, meskipun ada kebijakan privasi yang ketat dari penyedia layanan. Dalam kasus 

ini, pengadilan memutuskan bahwa ahli waris dapat mengakses akun email almarhum 

meskipun Yahoo! memiliki kebijakan privasi yang ketat. 

Di Jerman, hukum waris diatur dalam Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Ahli waris 

memiliki hak untuk mengakses semua jenis harta, termasuk aset digital. Keputusan 

pengadilan di Jerman menunjukkan bahwa orang tua dapat mengakses akun media sosial 

anak mereka yang telah meninggal sebagai bagian dari warisan. Misalnya, dalam kasus yang 
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melibatkan Facebook, pengadilan memutuskan bahwa akun media sosial tersebut dianggap 

sebagai bagian dari warisan yang harus diwariskan kepada ahli waris. Ini menunjukkan 

bahwa hukum Jerman mengakui aset digital sebagai bagian dari harta yang dapat 

diwariskan, dan pengadilan siap untuk menegakkan hak-hak ahli waris dalam konteks 

digital. 

Australia memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dengan pengenalan Digital 

Assets Management Plan yang membantu individu dalam merencanakan pewarisan aset 

digital mereka. Rencana ini mencakup panduan tentang bagaimana menyusun daftar aset 

digital, menyimpan informasi akses dengan aman, dan menetapkan instruksi yang jelas 

untuk ahli waris. Beberapa yurisdiksi di Australia juga mulai memperkenalkan undang-

undang yang mengatur akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris. Pendekatan ini 

menunjukkan komitmen Australia untuk memastikan bahwa aset digital diperlakukan 

dengan hati-hati dalam proses pewarisan, memberikan panduan yang jelas bagi individu dan 

ahli waris. 

Di Eropa, Uni Eropa sedang merumuskan regulasi yang lebih terpadu untuk 

menangani masalah warisan aset digital, tetapi prosesnya masih berjalan dan belum ada 

kesepakatan yang komprehensif. Beberapa negara anggota, seperti Prancis dan Spanyol, 

telah mulai mengembangkan kerangka kerja untuk menangani warisan aset digital, namun 

implementasinya masih beragam. Pengadilan di berbagai negara Eropa juga mulai 

mengakui hak ahli waris atas aset digital, tetapi masih diperlukan regulasi yang lebih jelas 

dan seragam untuk memastikan kepastian hukum bagi ahli waris di seluruh Uni Eropa. 

Di Kanada, beberapa provinsi mulai memperkenalkan undang-undang yang 

mengatur akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris. Pendekatan ini mirip dengan 

yang dilakukan di Amerika Serikat dengan RUFADAA. Selain itu, Kanada juga menekankan 

pentingnya literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan 

warisan digital. Kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan digital 

dan penggunaan layanan perencanaan warisan juga menjadi fokus untuk memastikan bahwa 

masyarakat siap menghadapi tantangan dalam pewarisan aset digital 

Perbandingan pengaturan hak waris di Indonesia dengan negara-negara lain 

menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur 

warisan, terutama dalam konteks aset digital. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik di 

negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Kanada dalam 

mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan memberikan panduan yang jelas 

bagi ahli waris. Peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 
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perencanaan warisan digital juga sangat penting untuk memastikan bahwa hak ahli waris 

terhadap aset digital terlindungi dengan baik.  

 

Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital Di Indonesia 

Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia merupakan isu yang 

semakin mendesak seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan aset digital oleh 

masyarakat. Aset digital mencakup berbagai bentuk seperti akun media sosial, email, file 

digital, mata uang kripto, dan lainnya. Pengaturan dan perlindungan hak ahli waris terhadap 

aset digital perlu diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada untuk memastikan 

bahwa hak-hak ahli waris diakui dan dilindungi dengan baik. Namun, terdapat beberapa 

tantangan dan masalah hukum yang perlu diatasi dalam proses ini. 

Salah satu tantangan utama dalam melindungi hak ahli waris terhadap aset digital 

adalah masalah akses dan kendali. Banyak penyedia layanan digital memiliki kebijakan 

privasi yang ketat, yang sering kali menghambat ahli waris untuk mengakses aset digital 

tanpa izin eksplisit dari pemilik akun. Misalnya, Facebook dan Google memiliki kebijakan 

khusus mengenai akun pengguna yang meninggal, tetapi prosedur untuk mengakses atau 

mengelola akun tersebut bisa sangat kompleks dan memerlukan dokumentasi yang lengkap, 

termasuk surat kematian dan bukti hubungan ahli waris dengan pemilik akun. 

Selain itu, regulasi yang mengatur warisan aset digital di Indonesia masih belum 

komprehensif dan sering kali tidak jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, serta Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, adalah beberapa peraturan yang 

relevan. Namun, kedua undang-undang ini lebih menekankan pada perlindungan data 

pribadi dan keamanan informasi daripada pengaturan spesifik tentang warisan aset digital. 

Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik 

yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang 

bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun pasal 

ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi data pribadi almarhum dalam 

konteks warisan digital, masih diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif. 

Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah 

strategis dan pembaruan regulasi hukum yang secara spesifik mengatur warisan aset digital 

di Indonesia; Pembaruan Regulasi Hukum, Kolaborasi dengan Penyedia Layanan Digital, 

Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Masyarakat dan Pengembangan Sistem dan 

Layanan Pendukung. 
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Pembaruan regulasi hukum adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk 

melindungi hak ahli waris terhadap aset digital. Pemerintah perlu mengadopsi undang-

undang baru atau merevisi undang-undang yang ada untuk mencakup aspek-aspek warisan 

aset digital. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai akses dan 

pengelolaan aset digital oleh ahli waris, serta mekanisme untuk menyelesaikan sengketa 

yang mungkin timbul. Misalnya, Indonesia dapat belajar dari praktik di Amerika Serikat 

dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari Revised Uniform Fiduciary Access to Digital 

Assets Act (RUFADAA), yang memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau 

trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital orang yang telah meninggal. 

Pemerintah dan lembaga hukum perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan 

digital untuk menciptakan kebijakan yang memudahkan akses ahli waris terhadap aset 

digital tanpa mengabaikan perlindungan privasi. Kolaborasi ini bisa melibatkan pembuatan 

protokol yang lebih sederhana dan transparan untuk mengakses akun digital yang 

ditinggalkan oleh pemiliknya. Misalnya, penyedia layanan digital dapat menyediakan opsi 

bagi pengguna untuk menetapkan ahli waris digital atau kontak warisan dalam pengaturan 

akun mereka, sehingga memudahkan ahli waris untuk mengakses aset digital setelah 

pengguna meninggal. 

Peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

perencanaan warisan digital juga sangat penting. Banyak individu yang belum menyadari 

pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian dari perencanaan warisan. Hal ini 

dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan 

digital dan penggunaan layanan perencanaan warisan. Edukasi ini harus mencakup cara 

menyusun daftar aset digital, menyimpan informasi akses dengan aman, dan menetapkan 

instruksi yang jelas untuk ahli waris. 

Pengembangan sistem dan layanan pendukung juga diperlukan untuk membantu 

individu dalam mengelola aset digital mereka secara efektif. Misalnya, layanan perencanaan 

warisan digital yang membantu pengguna menyusun daftar aset digital dan menyimpan 

informasi akses dengan aman. Selain itu, penyedia layanan digital dapat menawarkan fitur 

seperti vault digital yang memungkinkan pengguna menyimpan informasi sensitif seperti 

kata sandi dan kunci privat dengan aman, dan memberikan akses kepada ahli waris yang 

ditunjuk setelah kematian pengguna. 

Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia memerlukan 

pendekatan yang komprehensif dan multi-disipliner. Diperlukan pembaruan regulasi hukum 

yang jelas dan spesifik, kolaborasi dengan penyedia layanan digital, peningkatan literasi 



 
 

PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS TERHADAP ASET DIGITAL DI INDONESIA 
 

178 Hukum Inovatif - Vol. 1 No. 2 April 2024  

 
 

digital, dan pengembangan sistem serta layanan pendukung. Dengan langkah-langkah ini, 

diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan 

kepastian hukum bagi ahli waris, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau 

disalahgunakan. Belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain dapat memberikan 

wawasan berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan 

komprehensif untuk melindungi hak ahli waris terhadap aset digital. 

 

3. KESIMPULAN 

Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia memerlukan pendekatan 

yang komprehensif dan terintegrasi. Tantangan utama meliputi masalah akses dan kendali, 

kerangka hukum yang tidak jelas, serta perkembangan teknologi yang terus berubah. 

Pembaruan regulasi hukum yang spesifik dan komprehensif sangat diperlukan untuk mencakup 

aspek-aspek warisan aset digital. Kolaborasi dengan penyedia layanan digital juga penting 

untuk memastikan akses yang mudah bagi ahli waris tanpa mengabaikan perlindungan privasi. 

Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

perencanaan warisan digital harus menjadi fokus utama. Dengan langkah-langkah ini, 

diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan 

kepastian hukum bagi ahli waris, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau 

disalahgunakan. Belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain dapat memberikan wawasan 

berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk 

melindungi hak ahli waris terhadap aset digital. 
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